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~ RINGKASAN

Judul penelftian. ; Pemanfaaﬁn Prilnsip Hukqmt Perusahaan Untuk
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_ Permasalahan dari penel:tlan ini adalah untuk mengetahm bagaunanakah
pennnﬁatan prinsip hukum perusa_haan untuk mengnggulangn_- masalah - .
. pencemaran llngkungan. ' ' h ' | _
Tujuan  dari pe.neltiian' ini adalah untuk mendapatkan cara-~cara

_pemanfaatkan pr1n51p hukum perusaban’ untuk menanggulangl masalah

"pencemaran lingkungan . Sehmgga pada akhirnya.nanti tuguan ldeal yang akan -

| dicapai adalah dampak dari proses mdustnahsaﬂa dapat dltekan menjadl minimal,
Penelman ini d|harapkan dapat memberlkan masukamn / kontnbum dalam masalah
pembanbunan khususnya masalah yang tzmbul dari proses industrialisasi.

Penelitian ini mempergunakan metode penehtlan dengan pendekatan_'

yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dengan spemﬁkasx penelitian -

yang bersxfat diskriptif analistis untuk menggambarkan peraturan-peraturan
perundang-undangan yang berlaku dakaltkan dengan teori hukum yang ada Data
yang dlkumpulkan dari penelitian.ini adalah data sekunder yang diperoleh melalm -
studi kepustakaan . ‘Data sekunder .ters_ebu_t akan meliputi bahap hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode anali_sa. yang dipakai adalah-
metode analisa kualltatlf I ) '. |

. Dari penelman int dapat dnmventarlsasn adanya hak dan kewajlban
setiap warga negara-dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang dlatur_ datam -
Undang Undang no 23 tahun 19.97' 'tenta:lg Pengeiolaan L-ingkungan Hidup. -
Undang Undang .ini merupakan “the Umbrella Act“ atau undang«-undang payung

yang menjadi dasar - bagi p:.nyususnan peraturan pclundaug-und'l% fain y'm&,
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How to use 'corporation law pringiple as a tool to resolve environmental
problems is the qucstion of this research p_fojcct.- To minimized . industrita-lizatioﬁ
- impact is the last ideal concept oftlus research, _ _ |
Normative JurISdICtIOH approach is used for this research methods And

thls research is only uging secondary data with. descnpt:vc analytical research

spemﬁcauon to descnbe the Imked between the exustmg faw linked Wlth the law in: _'

~ theory. Those secondary data came from pnmary law sources and secondary law
sources. Analytical quahtanve method is used ‘as the method of analys:s in this

' research

Everybody in thlS country-has the same rlght and obhgatlon to manage the-

enwronment as’ been descnbed - Act o.f # 23 of 1997 (Enwronmental
~ Management Act). This act is so called the_umbrel_la'act because of its function as

_the main source. of legal draﬁmg in  environmental law area.  The

Environmental  Management Act accommodate the basm prmcnp!es angd

g,undelmes in preventing and controlling enwronment pollutlon

Some new aspects has been covered in.this Env1ronment Management Act,

“such as the polluter’s. strict Ilablhty., the rlghts of soc1ety and env1ronmental*

: urgamzanon to prosecute the polluter ; and if any leg_ai e_nt1ty, corporatlon, union,

foundation and ather formation of organization have been proved as a polluter

they can be convicted .

'sf.



‘berkaitan dengan lingkuhgan hidup'. Di dalam. undang-undang ini tétﬁiuﬁt'__'asas;
~asas dan prinsip-pri'nsip pokok [5e11ccgall'ar1 Idan,_pe_nang-gulanga'n penbemaraﬁ
) lmbkungn o | o
| Undang Undang no 23 t'xhun 1997 tentang Pengelolaan Llngkungan Hldup
_ d1dal1mnya lerdapal beberapa pasal yang mengatur mengenai hal-hal baru yang
| belum diatur - sebelumnya , yang pa]mg_., pentmg adalah pasal -pasal menﬂenai
tzmggung jawab mutlak pencennr_lmgkung,an . "hak masyarakat ‘dan orgm:S'lst
lingkungan hidup untuk me.ﬁgajukan gugatan dan dapat dipid_anan.ya.-sulatu badan |
hukum, perscrdan perserikatan dan yayasan atau. orgaliliSSai lain billa terbukti
melakul\an pencemaran. . _ o '

| Sebagai - perbandmgan adalah apa yang te]ah dilal\ul\an oleh Amerika
Serikat dengan CERCLA dan EPA yang dapat mcngakzbatkan pemegang saham -
- baik pe:ﬁégang saham per's_eorang,.an atéupﬁn pemegang saham induk perusahaan ,
dapat t;‘:rjefat oleh 'perzlaturan lingkungan CERCLA yang memanfaatkan prih’sip
“hukum perusahaan “Piefcing' The Coﬁmra’te Veil” /-pchyingkapa‘n tabir -
- perusahaan, umuk memaksa pemegang saham bemnggung Jawab secara pribadi
atas tindakan perseroan yang mencemarkan Imgkungan ' .
] Di dalam hukum perseroan terbatas lndonesm ya:tu Undang Undang nol-
.lahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga telah diatur adanya prms1p piercing
the corporate veil / penymgkapan tablr perusahaan yang meng,aklbatkan seorang_
pemegang saham keh:langan hak |snmcwanya untuk tidak bertang;_.,ung jawab_"

secara pribadi akan hutang dan tmdakan perseroan : _ _
| Apablla kedua' undang- undang yang telah memuat ptrns;p pnmn51p
umversal baik mengenai, pengclolaan hngkungan maupiin : mengenal prmsip
perseroan terbatas_ ini dnlaksanakan dengan baik ' maka masalah pencemaran X
_ lihgkungén- akan aapat terselesaikan secara baik pula. Pémanfaatan .sec'arz.i o_pyim_al
dapat dilakakan d_éngah cara membuat peraturan_—p.eraturan pelakséna secara tepat

~ dan cermat.

* Fakultas / Universitas _. : Fakultas Hukum / Un_ivérsit_as Diponegoro -
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‘As a comparison the United Statcs of‘ America is already has CERCLA
and EPA as the law to convict any polluters including sha_réhold:_:r of a company.
A shareholder of a C(;mpany could be a person or a business 'eﬁtity, for exainple. a
parent  corporation and its subsrdlary corporatton CERCLA is using the
corporation law principle “Piercing The Corporate Veil to hold any responslble '
parent corporation as a shareholder ofa submdlary_ corporation to be a responSIbEe -
party in an environmental law case. ' ' o _

Actually Indonesia’ls corporation law the Act # 1 of 1995 (The:
: Corporauon Act) 1s already accommodale the same prmc:lple (plercmg the.
corporate law doctrine) in its amcle S o
' Any legal problems n mamtammg the environmental law as an active law
can be eliminated if all of those act and re;'.,ulanon are worl-.mg as it should be,
Indonesia neéds a good and perfect action regulat:on- to enforce both the

- Environmental Management Act-and the Corporation Act. .
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‘BABI' . . "
PENDAHULUAN |

Pembanguﬂan di Indonesm pada saat ini dan masa yang akan mendatang

C adalah sangat pesat dan akan semakin pesat Dapat d1past1kan bahwa kondisi

ndsional dilam hal produksu konsumsi, dan mfrastruktur akan semakm baik.

© Namun ‘»Lhd}bdl .11\|balnya (hpat dlpastlk'm pula bahwa Londlsn Tingkungan akan

" semakin menurun daya dukungnya. -Kondisi yang semakin buruk dan tidak .

qcmlb‘m;:, antara kemajuan scktor produksi konsumsi dengm pemberdayaan_'
fingkungan ini tentulah tidak dlmgmkan oleh semua pi’hak

Telah banyak upaya-upaya yang ditakukan oleh Pemermtah untuk
mengendallkan perusakan dan pencemaran Tingkungah, terutama yang disebabkan
oleh industrialisasi. Upaya-upaya pemermtah tersebut antara Iatn melaIm |
dlterbxtkannya peraturan-peraturan balk di tingkat Pusat maupun Daerah yang. . ‘
bertujuan untuk memperkecnl atau bahkan menghllangkan pencemaran :
lingkungan karena: proses mdustnalnsasu Peraturan-peraturan tersebut antara lain
mengatur mengenal pengetatan baku mutu, pemberian label- fabel pada mdustn "
yang peduh terhadap lmgkungan pembenan insentif" pada kota-kota yang peduh
~ lingkungan dan iam-lam ' _ o
| " Namun-yang terjadnlah adalah pencemaran Imgkungan di Indonesia masnh
saja menjadl masalah yang besar Pencemaran lmgkungan menjadl masaiah jlka
yang melakukan adalah sektor usaha, terutama _]Il(a dllakukan ‘oleh perusahaan-
perusahaan besar (dalam hal produk51 dan modal) Pencemaran Imgkungan akan
' terjadl jika perusahaan«perusahaan tersebut kurang membenkan perhatian pada
masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Kond|s1 ini akan semakin

- buruk jika Pemerintah pun nampa‘c segan untuk menindak perusahaan perusahaan '

tersebut salah satu alasan dari keseganan Pemermtah adalah karena ada

kekha{#anran perusahaan yang bersangkutan -tidak -dapat meneruskan"
produksmya memmdahkan lokasi usaha ataupun melakukan tmdakan—tmdakan |

lain yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan



' Ji_léa kondisi ini terus terjédi, dimana pertumbuhan.-indus'tri “lebih -
diutamakan déripada_p‘elestarién Iiri;g,kungan, maka kondisi aIam-:Indoncsia akan
* semakin buruk. Kondisi y'a'ng terbaik adalah'apab'ila ada keseimbérigan antara
.-pertumbuhan industri dan pelestanan alam, ' -

D111arapkan pada masa-masa yang akan datang para pengusaha dapat
_memasukkan faktor-faktor pelestarian Imgkungan ke dalam pereéncanaan b:sms'
mereka. Apabila hal ini d:lakukan maka mscaya manfaat jangka panjang akan
dapat dinikmati semua plhak D| satu sisi hal ini akan dapat meningkatkan kondisi

,kompen if perusahaan. Maka dari itulah peran serta Pemermtah sangat diperlukan, |

'terutama mclalu: pembuatan regulasi yang tepat dan mengena (balanced o

reg,m!anon) Sehmgga pada akhirnya dunia usaha akan dapat secara tepat dan L

B terpadu menyertakan kepeduhan mcreka terhadap Imgkungan

Sebenamya di dalam khasanah peraturah’ perundang-undangan di

“Indonesia, khususnya yang mengatur dunia usaha tcrdapat butir:butir prms:p
hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangx masalah pencemaran.
lingkungan. Pnnsxp~prmsnp hukum yang dap'lt dlpakal itu adalah prmSIp-prmsrp

hukum perusahaan

Penelitian ini berusaha untuk, ‘memberikan masukan tentang pemanfaatan N

'prmSIp«—prlnSlp hukum perusahaan untuk menanggulangt masalah pencemaran -

' lmgkungan S _ ' - - R





